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Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung  
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat   
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id  
Laman lombokutara.bawaslu.go.id  

  
Nomor            : 017/PM.00.02/K/09/2024                       Tanjung, 03 September 2024  

Sifat                   : Biasa  

Lampiran       : -  

Prihal                 : Imbauan Sub Tahapan Penyusunan DPSHP 
                            Rekapitulasi dan Penetapan DPT  
   

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara)  
        

Di -  

Tempat.  

   

A. Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal  

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota; 
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar 

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil 

Walikota; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang 

Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; 

10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 tahun 2024 tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota; 

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata 

Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran 

Pasangan Calon; 

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang 

Identifik asi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi 

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar 

Pemilih Tetap Dalam  Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota; 
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B. Isi Imbauan   

 

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses 

Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

Sehubungan dengan telah selesainya sub tahapan Pengumuman DPS oleh PPS, 

Penyampaian masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS. Maka sesuai dengan 

Keputusan KPU 799 tahun 2024 tanggal 01-04 September menjadi waktu untuk Persiapan 

Rekapitulasi DPSHP tingkat PPS dan PPK. Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno 

Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS, dan tingkat Kecamatan oleh PPK. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara mengimbau hal-

hal sebagai berikut : 

1. Memastikan seluruh Saran Perbaikan dari masing-masing Panwascam se Kabupaten 

Lombok Utara sudah ditindaklanjuti; 

2. Memastikan pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal yang perlu 

disinkronisasi dengan portal pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

Dukcapil. 

3. Memastikan pemilih baru yang berpotensi kehilangan hak pilihnya, di antaranya 

anggota TNI/Polri yang akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT 

hingga hari pemungutan suara. 

4. Memastikan pemilih disabilitas dicantumkan keterangan ragam disabilitasnya. 

5. Pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal, diharapkan KPU 

mendistribusikan data-data pemilih yang tidak dapat ditemui atau tidak dikenal pada 

PPK, dan PPS untuk dilakukan faktualisasi terhadap hal tersebut. 

6. KPU sesuai dengan tingkatannya untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data 

pemilih dengan : 

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait status kependudukan pemilih TMS 

yang masih terdapat pada daftar pemilih dan mendorong percepatan perekaman 

KTP-el bagi pemilih non KTP-el 

2. TNI dan Polri untuk sinkronisasi data anggota TNI dan anggota Polri: 

- Akan pensiun dalam rentang waktu penetapan DPT hingga hari 

pemungutan suara; dan 

- Anggota yang baru dilantik pasca dilaksanakannya Coklit (berdomisili dan 

di tempatkan di Kabupaten Lombok Utara). 

3. Dinas Sosial terkait sinkronisasi data pemilih disabilitas. 
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4. Lapas terkait pemilih di lokasi khusus Lapas. dan 

5. Instansi Iain yang berkaitan dengan akurasi data pemilih.  

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan 

tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk 

pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan 

Pengawas Kelurahan Desa (PKD). 

8. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran 

maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan 

pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

  

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan 

terima kasih.  

  

                                                     an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  

                                                                         KABUPATEN LOMBOK UTARA 

                    ANGGOTA 

 

 

                

                 RIA SUKANDI 

  

Tembusan :  

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;  

2. Pertinggal; 


